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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang sudah di dapatkan oleh peneliti maka dapat 

disimpulkan, 

1. Penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan 

terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem 

peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara 

anak mengedepankan keadilan restoratif. Perlindungan terhadap 

anak telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 

yang berbunyi bahwa negara memberikan perlindungan kepada 

fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam deklarasi hak-hak 

anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik 

dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, 

termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah 

dilahirkan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Pengadilan Anak merupakan ketentuan khusus bagi anak yang 

melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan 

bahwa pelaku tindak pidana anak usia hingga 18 tahun diperlukan 

tata cara pengadilan sendiri yang tidak sama dengan peradilan 

orang dewasa. 

2. Terkait Putusan PN Surakarta Nomor 5/Pid.Sus-

Anak/2022/Pengadilan Negri Surakarta bahwasanya Hakim 
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Sutikno mengatakan kepada peneliti bahwasanya 1) Anak MYFH 

Alias Sihek Bin MHN telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang dan Dengan 

Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang 

Mengakibatkan Luka dan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, 

Membawa dan Mempergunakan Senjata Tajam sebagaimana 

dakwaan pertama dan kedua; Menjatuhkan pidana terhadap Anak 

dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 2) Menetapkan masa 

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 3) Menetapkan Anak tetap 

dalam tahanan; 4) Menetapkan barang bukti: Pertama, 1 (Satu) 

buah pisau lipat yang terbuat dari bersi stainless panjang sekitar 28 

cm yang ujungnya runcing dimusnahkan; Kedua, Menetapkan 

Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua 

ribu rupiah);. 

3. Adapun tindak pidana kekerasan dengan pelaku anak yaitu dalam 

hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana 

penganiayaan adalah hukuman ta'zir. 

 

B. Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pengadilan Negeri Surakarta 

Seharusnya hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak memutuskan 

anak yang melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara. 
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2. Bagi Orangtua 

Diharapkan orangtua pelaku memberikan ekstra pengawasan bagi 

anak agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. 

 

 

 

  


